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ABSTRAK 

MK telah memutus perkara dengan jenis putusan yang beragam. Salah 

satunya Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 menjadi produk MK yang menuai 

polemik. Hal ini dikarenakan MK menguji objek perkara yang merupakan 

kebijakan hukum terbuka (open legal policy) dari pembentuk undang-undang 

yang diperbolehkan dan tidak bertentangan dengan UUD 1945. Permasalahan 

terjadi karena MK memutuskan perkara tersebut dengan amar mengabulkan 

sebagian permohonan Pemohon. Hal inilah yang menuai polemik karena bertolak 

belakang dengan putusan sebelumnya. Perbedaan amar putusan pada perkara 

dengan kesamaan isu konstitusional mengakibatkan keresahan di berbagai 

kalangan masyarakat Indonesia karena penuh akan politik, terlebih perkara 

tersebut diputus ketika konstentasi pemilu 2024 berlangsung. 

Jenis penelitian yang digunakan penyusun adalah penelitian yuridis normatif 

dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan (library research). 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian, yaitu pendekatan undang-undang, 

kasus dan konseptual, dengan menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan 

primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan MK yang berkaitan 

dengan penelitian, bahan sekunder berupa buku-buku, jurnal-jurnal, dan dengan 

bahan tersier berupa KBBI, kamus hukum, dan internet. Teknik pengolahan dan 

analisis bahan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif yang 

kemudian disajikan dalam bentuk deskriptif. 

Hasil penelitian ini dibagi menjadi dua poin pembahasan. Pertama, bahwa 

Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 tidak menerapkan salah satu prinsip 

tujuan hukum, yaitu kepastian hukum. Hal ini dibuktikan dengan tidak 

konsistennya Hakim MK dalam memutus perkara open legal policy dengan isu 

konstitusionalnya sama. Kemudian, putusan tersebut menuai polemik dan 

keresahan di kalangan masyarakat karena kuat akan syarat politik, adanya unsur 

keberpihakan terhadap salah satu Hakim MK yang mengakibatkan bentuk 

ketidakadilan, tidak terbukti adanya kekosongan hukum, mengubah sesuatu yang 

sudah pasti menjadi ambigu, dan ketidakjelasan dalam menjalankan wewenang. 

Kedua, Hakim dalam memutus perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 menggunakan 

metode penafsiran yang beragam, seperti halnya penafsiran gramatikal, sistematis, 

historis, teleologis, komparatif, dan ekstensif. 

Kata Kunci: Mahkamah Konstitusi, Ratio Decidendi, Batas Usia 
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ABSTRACT 

The Constitutional Court has decided cases with various types of decisions. 

One of them is Decision Number 90/PUU-XXI/2023, which became a polemical 

product of the Constitutional Court. This is because the Constitutional Court 

examines the object of the case which is an open legal policy of the legislators 

that is allowed and does not conflict with the 1945 Constitution. The problem 

occurred because the Constitutional Court decided the case by partially granting 

the Petitioner's request. This is what has generated polemics because it 

contradicts the previous decision. The difference in verdicts on cases with similar 

constitutional issues has caused unrest in various circles of Indonesian society 

because it is full of politics, especially since the case was decided when the 2024 

election constituency took place. 

The type of research used by the compiler is normative juridical research 

with data collection techniques in the form of library research. Data collection 

techniques in the form of library research. Approach used in the research, namely 

statutory, case and conceptual approaches, using secondary data consisting of 

conceptual approach, by using secondary data consisting of primary materials 

primary materials in the form of laws and Constitutional Court decisions related 

to research, secondary materials in the form of books, journals, and tertiary 

materials in the form of KBBI, dictionary, and dictionary. tertiary materials in the 

form of KBBI, legal dictionaries, and the internet. Processing and analysis 

techniques material in this study using qualitative analysis methods which are 

then presented in descriptive form. 

The results of this research are divided into two discussion points. First, that 

Constitutional Court Decision Number 90/PUU-XXI/2023 does not apply one of 

the principles of legal objectives, namely legal certainty. This is evidenced by the 

inconsistency of the Constitutional Court Judges in deciding open legal policy 

cases with the same constitutional issues. Then, the decision reaped polemics and 

unrest among the public because it was strong in political terms, there was an 

element of favoritism towards one of the Constitutional Court Judges which 

resulted in a form of injustice, did not prove the existence of a legal vacuum, 

changed something that was certain to be ambiguous, and lack of clarity in 

exercising authority. Second, the judges in deciding Case Number 90/PUU-

XXI/2023 used various interpretation methods, such as grammatical, systematic, 

historical, teleological, comparative, and extensive interpretation. 

Keywords: Constitutional Court, Ratio Decidendi, Age Limit 
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“Sebaik-baik Manusia adalah yang Paling Bermanfaat untuk Orang Lain” 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan lembaga peradilan yang berada di bawah 

kekuasaan yudikatif, yang mempunyai wewenang melakukan pengujian undang-

undang (UU) terhadap UUD 1945.1 Gagasan dibentuknya MK mengemuka pada 

sidang kedua Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR RI (PAH I BP MPR RI), pada 

Maret-April tahun 2000. Meskipun terdapat perdebatan yang panjang, akhirnya 

rumusan pembentukan MK dapat diakomodir dalam amandemen ketiga UUD 

1945. Hasil perubahan ketiga tersebut merumuskan ketentuan MK dalam Pasal 24 

Ayat (2), Pasal 24 C, dan Pasal 7B UUD 1945. Pada akhirnya, MK lahir pada 

tanggal 13 Agustus 2003 bersamaan dengan diundangkannya UU Nomor 24 

Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK). 

Keberadaan MK telah merubah paradigma ketatanegaraan dari pembagian 

kekuasaan (distribution of power) ke paradigma pemisahan kekuasaan (separation 

of power). MK sebagai lembaga Kekuasaan Kehakiman mempunyai wewenang 

yang telah diatur dalam Pasal 24C Ayat (1) dan (2) UUD 1945, yakni2 menguji 

UU terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang 

kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik, 

memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum dan memberikan putusan 

 
1 Moh, Mahfud MD, Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi 

(Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 74. 
2 Imam Asmarudin dan Imawan Sugiharto, Mahkamah Konstitusi RI dalam Bingkai 

Negara Hukum Indonesia, cet. ke-1 (Brebes: Diya Media Group, 2020), hlm. 8. 
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atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan 

oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD. 

Salah satu wewenang MK yang tercantum dalam Pasal 24 C Ayat (1) UUD 

1945 ialah melakukan judicial review. Pengujian kembali atau judicial review 

adalah pranata hukum yang memberikan kewenangan kepada Badan Pelaksana 

Kekuasaan Kehakiman untuk melakukan peninjauan atau pengujian kembali 

dengan cara melakukan interpretasi hukum atau konstitusi untuk memberikan 

penyelesaian yuridis.3 Dalam prakteknya, dikenal dua macam hak menguji, yaitu 

hak menguji formil dan materil. Menurut UU MK, pengujian formil merupakan 

pengujian untuk menentukan apakah pembentukan UU telah memenuhi ketentuan 

UUD 1945 atau tidak. Kemudian, pengujian materiil ialah pengujian UU yang 

berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal dan/atau bagian UU yang 

dianggap bertentangan dengan UUD 1945.4  

Pengujian UU terhadap UUD 1945 yang dilakukan MK melahirkan produk 

hukum berupa putusan MK. Putusan MK merupakan peryataan hakim yang 

diucapkan dalam persidangan dan bertujuan untuk menyelesaikan suatu perkara 

para pihak yang bersifat final dan mengikat.5 Putusan MK tidak lepas dari asas 

erga omnes, yaitu memiliki ketentuan hukum yang mengikat seluruh elemen 

 
3 Nurul Qamar, “Kewenangan Judicial Review Mahkamah Konstitusi,” Jurnal Konstitusi, 

No. 1:1 ( November 2012 ), hlm. 3. 
4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara 

dalam Perkara Pengujian Undang-undang, Pasal 4 ayat (2). 
5 Jimly Asshiddiqie, Hukum Acara Pengujian Undang-undang (Jakarta: Setjen dan 

Kepaniteraan MKRI, 2005), hlm. 30. 
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bangsa sehingga semua pihak harus tunduk dan patuh melaksanakan putusan 

tersebut.6  

Sejak terbentuknya MK sampai sekarang, MK telah menghasilkan banyak 

putusan baik perkara uji formil maupun uji materiil. Dari beberapa putusan yang 

ada, banyak putusan yang dianggap baik dan ada beberapa dianggap kurang 

mewakili semangat demokrasi salah satunya adanya benturan kepentingan hakim 

dalam memutus perkara. Salah satu putusan yang dimaksud ialah Putusan MK 

Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang dimohonkan oleh Almas Tsaqibbirru Re A, salah 

satu Mahasiswa Universitas Surakarta (UNSA). 

Perkara yang diajukan oleh Almas tersebut berkaitan dengan uji materiil batas 

usia Calon Presiden dan Wakil Presiden yang ketentuannya terdapat di dalam 

Pasal 169 huruf q UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU 

Pemilu). Pasal tersebut berbunyi7 “berusia paling rendah 40 tahun” yang 

menurutnya bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan 

hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “berusia paling rendah 40 (empat 

puluh tahun) atau berpengalaman sebagai Kepala Daerah baik di Tingkat 

Provinsi maupun Kabupaten/Kota.” Dalam putusan tersebut, pemohon beralasan 

bahwa pasal a quo tidak memiliki “ketidakadilan yang intolerable” karena 

pembatasan pasal tersebut tidak hanya merugikan, tetapi juga menghilangkan 

 
6 Asy’ari dkk., Model dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian 

Undang-undang: Studi Putusan Tahun 2003-2012 (Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengkajian 

Perkara, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Mahkamah Konstitusi Republik 

Indonesia, 2013), hlm. 4. 
7 Pasal 169 huruf q. 
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kesempatan bagi figur atau sosok generasi muda yang terbukti pernah terpilih 

dalam pemilu, seperti dalam pemilihan kepala daerah.8 

Perlu diketahui, sebelum adanya putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023, 

MK terlebih dahulu telah memutus perkara yang sama. Perkara tersebut diputus 

dalam Putusan MK Nomor 29-51-55/PUU-XXI/2023 dan semuanya ditolak oleh 

hakim. Penolakan tersebut didasarkan atas pasal yang diujikan termasuk open 

legal policy (kebijakan hukum terbuka) dari pembentuk UU. Menurut MK, 

ketentuan open legal policy bukan menjadi wewenang MK, melainkan lembaga 

legislatif, yakni DPR bersama dengan Presiden. Akan tetapi, dalam memutus 

perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023, MK memberikan putusan berupa 

“mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian.” Hal inilah yang menjadi 

polemik bagi kalangan akademisi maupun masyarakat umum karena terdapat 

banyak permasalahan dalam putusan a quo seperti adanya conflict of interest yang 

bertentangan dengan prinsip ketakberpihakan, legal standing yang lemah,  tidak 

mengikuti putusan-putusan terdahulu mengenai open legal policy, positif 

legislator dan menyalahi hukum acara MK.  

Dari pernyataan di atas, menurut penyusun dalam menentukan putusan 

tersebut berkualitas atau tidak dapat dilihat dari pertimbangan hukum hakim (ratio 

decidendi). Pertimbangan hukum ini merupakan hasil dari proses penemuan 

hukum oleh hakim yang berisi alasan-alasan hakim dalam memutus suatu perkara. 

Alasan-alasan hakim dalam memutus perkara haruslah mencerminkan prinsip 

tujuan hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Oleh karena 

 
8 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, hlm. 14. 
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itu, penyusun tertarik untuk mengkaji dan meneliti dengan maksud untuk 

mengetahui alasan utama apa yang digunakan MK dalam memutus perkara 

tersebut, sehingga amar putusan yang tadinya “menolak” berubah menjadi 

“mengabulkan sebagian” dalam bentuk skripsi yang berjudul “Ratio Decidendi 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang Batas Usia 

Minimal Calon Presiden dan Wakil Presiden.”  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang akan menjadi rumusan masalah 

pada penelitian ini ialah sebagai berikut: 

1. Bagaimana ratio decidendi Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 

tentang batas usia minimal Calon Presiden dan Wakil Presiden jika 

dikaitkan dengan teori tujuan hukum? 

2. Apa metode penafsiran hukum yang digunakan hakim MK dalam 

memutus perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 ditinjau dari teori penafsiran 

hukum? 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, penyusun 

memiliki tujuan penelitian yang ingin dicapai sebagai berikut: 

a. Untuk menjelaskan ratio decidendi Putusan MK Nomor 90/PUU-

XXI/2023 tentang Batas Usia Minimal Calon Presiden dan Wakil 

Presiden jika dikaitkan dengan teori tujuan hukum. 
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b. Untuk menemukan metode penafsiran hukum yang digunakan hakim 

MK dalam memutus Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023. 

2. Manfaat Penelitian 

Dengan tercapainya tujuan penelitian sebagaimana tersebut di atas, maka 

hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai berikut: 

a. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi dan sumbangsih 

pemikiran, serta menambah literatur hukum khususnya berkaitan 

dengan Putusan MK 90/PUU-XXI/2023 tentang Pengaturan Batas 

Usia Minimal Calon Presiden dan Wakil Presiden. 

b. Manfaat Praktis 

1) Menambah pengetahuan dan literatur hukum bagi penyusun  

khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. 

2) Mampu menjadi dasar referensi atas penelitian selanjutnya bagi 

akademisi, praktisi hukum, khususnya para pencari hukum. 

D. Telaah Pustaka 

Telaah pustaka ini berfungsi untuk menemukan state of the art berisi uraian gap 

analysis dan novelty. Setelah melakukan penelusuran dari berbagai literatur terkait 

dengan tema “Ratio Decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi,” maka penyusun 

menemukan beberapa karya hasil penelitian yang memiliki kesamaan dalam 

menentukan tema, akan tetapi masih terdapat perbedaan dari segi substansi isi 

penelitian. Selengkapnya sebagai berikut. 
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Pertama, skripsi yang ditulis oleh Bagus Santoso dari Fakultas Syari’ah dan 

Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul 

“Ratio Decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 

Yang Bersifat Inkonstitusional Bersyarat Perspektif Siyasah Dusturiyah.” 

Penelitian ini memfokuskan untuk menganalisis pertimbangan hukum MK 

dikaitkan dengan perspektif siyasah dusturiyah. Penulis menyimpulkan bahwa 

penggunaan inkonstitusional bersyarat dalam Putusan MK bertujuan agar suatu 

norma yang diuji dapat dilaksanakan sepanjang pelaksanaannya sesuai dengan 

tafsir yang diberikan oleh MK dan memberikan kemaslahatan untuk terciptanya 

kenyamanan bagi masyarakat serta menghilangkan kemudharatan.9 Perbedaan 

antara penelitian ini dengan penelitian penyusun ialah pemilihan objek putusan 

dan pemilihan teori hukum. Penelitian ini menggunakan objek Putusan MK 

Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dan memasukkan teori siyasah dusturiyah, 

sedangkan penyusun menggunakan Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 dengan 

menggunakan teori tujuan hukum dan penafsiran hukum. 

Kedua, skripsi Muhammad Ainun Na’im dari Fakultas Syariah Universitas 

Islam Negeri Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember yang berjudul “Analisis Yuridis 

Terhadap Ratio Decidendi Hakim Dalam Menetapkan Dispensasi Kawin Di 

Pengadilan Agama Banyuwangi (Studi Kasus Penetapan Nomor 

0419/Pdt.P/2020/Pa.Bwi.).” Adapun kesimpulan dari penelitian ini ialah alasan 

hakim mengabulkan perkara dispensasi kawin berkaitan dengan telah 

 
9 Bagus Santoso, “Ratio Decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-

XVIII/2020 yang Bersifat Inkonstitusional Bersyarat Perspektif Siyasah Dusturiyah,” Skripsi, 

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2022). 
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terpenuhinya unsur yang terdapat dalam aturan formil dengan memberikan 

konstruksi hukum berupa rechtsvinding dan alasan untuk menghindarkan 

mafsadat (sesuatu yang menyakitkan).10 Perbedaan antara penelitian ini dengan 

penelitian penyusun, yaitu pemilihan objek putusan, fokus pembahasan dan teori 

penelitian. Peneliti ini menggunakan objek Putusan Mahkamah Agung Nomor 

0419/Pdt.P/2020/Pa.Bwi.) dengan menggunakan teori fiqh munakahat dan 

interpretasi hukum, sedangkan penelitian penyusun menggunakan objek Putusan 

MK dengan menggunakan teori tujuan hukum dan penafsiran hukum. 

Ketiga, Skripsi Muhammad Renaldi dari Fakultas Syari’ah Institut Agama 

Islam Negeri Palangkaraya yang berjudul “Ratio Decidendi Putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor: 135/PUU-XIII/2015 Tentang Hak Memilih Dalam Pemilu 

Bagi Orang Yang Terkena Gangguan Jiwa Perspektif Fiqih Siyasah.” Kesimpulan 

dari penelitian ini, yaitu orang yang bisa mendaftar sebagai pemilih dalam pemilu 

bukan orang yang sedang dalam gangguan jiwa. Menurut penulis, hakim dalam 

mempertimbangkan perkara tersebut menggunakan metode istinbat hukum yang 

bertumpu pada substansi hukum Islam berupa metode qiyas, istihsan, maslahah 

mursalah dan lain-lain.11 Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian 

penyusun ialah objek, fokus dan teori penelitian. Penelitian ini menggunakan 

objek Putusan MK Nomor 135/PUU-XIII/2015 dengan memfokuskan pada 

perspektif fiqih siyasah dan teori maslahah, sedangkan penelitian penyusun 

 
10 Muhammad Ainun Na’im, “Analisis Yuridis terhadap Ratio Decidendi Hakim dalam 

Menetapkan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Banyuwangi (Studi Kasus Penetapan Nomor 

0419/Pdt.P/2020/Pa.Bwi.),” Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember 

(2023). 
11 Muhammad Renaldi, “Ratio Decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 

135/PUU-XIII/2015 tentang Hak Memilih dalam Pemilu bagi Orang yang Terkena Gangguan Jiwa 

Perspektif Fiqih Siyasah,” Skripsi, Institut Agama islam Palangkaraya (2019). 
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menggunakan Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 dengan teori tujuan hukum 

dan penafsiran hukum.  

Keempat, Kharisma Anisa dalam artikelnya yang berjudul “Ratio Decidendi 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017 Komisi Pemberantasan 

Korupsi Sebagai Lembaga Komisi Negara.” Hasil penelitian ini, yaitu 

ketidaksetujuan penulis terhadap pertimbangan hakim pada Putusan MK Nomor 

36/PUU-XV/2017 yang menyatakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 

menjadi lembaga eksekutif. Penulis ini menyatakan bahwa putusan tersebut 

inkonsistensi dengan Putusan MK No. 012-016-019/PUU-IV/2006 yang mana 

KPK seharusnya dipahami sebagai lembaga independen yang tidak terikat pada 

kekuasaan manapun.12 Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian penyusun 

ialah dari segi objek putusan. Penelitian ini menggunakan Putusan MK Nomor 

36/PUU-XV/2017, sedangkan penyusun menggunakan Putusan MK Nomor 

90/PUU-XXI/2023. 

Kelima, Hery Kurniawan Zaenal dalam artikelnya yang berjudul “Ratio 

Decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012 Tentang 

Pembatalan Pasal 66 Ayat (1) UUJN-2004.” Hasil penelitian ini, yaitu tanggapan 

penulis terkait dibatalkannya Pasal 66 Ayat (1) UUJN-2004 atas pemberlakuan 

Putusan MK Nomor 49/PUU-X/2012 dengan alasan tidak sesuai dengan prinsip 

equality before the law, rasa keadilan dan adanya kerugian yang dimiliki 

 
12 Kharisma Anisa, “Ratio Decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-

XV/2017 Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Lembaga Komisi Negara,” Jurnal 

Dharmasisya, Volume 1 Nomor 2 ( Juni, 2021 ). 
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pengugat.13 Adapun perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian penyusun 

dapat dilihat dari sisi objek putusan yang menggunakan Putusan MK No. 

49/PUU-X/2012  dan teori yang digunakan berupa teori perlindungan hukum.  

Dari kelima telaah pustaka di atas, meskipun terdapat persamaan dari segi 

pemilihan tema judul dan metode penelitian, tetapi tetap ada hal yang berbeda dari 

penelitian yang akan ditulis oleh penyusun. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari 

segi objek putusan dan teori penelitian. Selain itu, perbedaan yang paling 

menonjol dari penelitian penyusun, yaitu meneliti putusan MK yang objek 

pasalnya merupakan open legal policy (kebijakan hukum terbuka) pembentuk UU. 

E. Kerangka Teoritik 

Kerangka teoritik yang dipilih penyusun telah disesuaikan dengan tema dan fokus 

dari penelitian yang kemudian akan dijabarkan dalam uraian sebagai berikut: 

1. Teori Penemuan Hukum 

Penemuan hukum (rechtsvinding) adalah alasan-alasan hukum yang 

digunakan para hakim atau aparat penegak hukum lainnya untuk 

menentukan putusannya.14 Ratio decidendi hakim dapat diartikan sebagai 

pikiran hakim yang menentukan seorang hakim dalam membuat amar 

putusan.15 Hakim mempertimbangkan landasan filsafat yang mendasar, 

 
13 Hery Kurniawan Zaenal, “Ratio Decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

49/PUU-X/2012 tentang Pembatalan Pasal 66 Ayat (1) UUJN-2004,” Jurnal Hukum; Politik dan 

Ilmu Sosial, Vol. 1 Nomor 3 (September, 2022). 
14 Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum Sebuah Pengantar, (Yogyakarta: Liberty, 

2007),  hlm. 37.   
15 Muh. Rizal S, dkk., Analisis Yuridis Ratio Decidendi Putusan terhadap Penegak 

Hukum Tindak Pidana Perbankan terkait Perizinan (Studi Putusan Nomor 222/Pid.B/2018/PN 
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yang berhubungan dengan dasar peraturan perundang-undangan yang 

relevan dengan pokok perkara dan motivasi pada diri hakim yang jelas 

untuk menegakkan hukum serta memberikan keadilan bagi para pihak 

yang terkait dengan pokok perkara. Selanjutnya, Peter Mahmud Marzuki 

mengemukakan bahwa untuk menentukan ratio decidendi dalam putusan 

umumnya dapat ditemukan pada bagian tertentu, seperti bagian 

“menimbang” dan “pokok perkara”.16 Bagian tersebut harus bertitik tolak 

kepada pendapat para ahli, alat bukti, dan yurisprudensi yang harus 

disusun secara sistematis, logis, saling berhubungan serta saling mengisi. 

Fungsi ratio decidendi dalam dunia peradilan sangat penting sebagai 

sarana dalam menyatakan pemikiran terkait problematika konflik hukum 

yang terjadi antara seseorang dengan orang lain, atau antara masyarakat 

dengan pemerintahan. Ratio decidendi merupakan bagian yang paling 

relevan dalam konteks hukum saat ini,  karena memuat penafsiran hukum 

secara khusus yang menjadi dasar atau landasan bagi putusan yang diambil 

hakim untuk putusan serupa dalam perkara yang sejenis Kedudukan ratio 

decidendi juga dapat dijadikan rujukan dasar logika dalam suatu perkara 

oleh pengadilan-pengadilan lain di masa yang akan datang. Dengan 

demikian, hasil penemuan hukum hakim mempunyai kekuatan mengikat 

karena dituangkan dalam bentuk putusan dan merupakan sumber hukum 

juga. 

 
MKs), Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum, & Pengajarannya, Volume 

XVII Nomor 1, April 2022, hlm. 142. 
16 Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, edisi revisi (Jakarta: Kencana, 2008), 

hlm. 94. 
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2. Teori Tujuan Hukum 

Segala sesuatu pasti memiliki tujuan masing-masing, seperti halnya 

hukum. Tujuan hukum pada umumnya untuk memberikan rasa keadilan 

bagi sesama manusia. Tujuan hukum mengarah kepada sesuatu yang 

hendak dicapai. Oleh karena itulah, tidak dapat disangkal kalau tujuan 

merujuk kepada sesuatu yang ideal sehingga dirasakan abstrak dan tidak 

operasional.17 

Menurut Gustav Radbruch, teori tujuan hukum terdiri dari keadilan 

hukum, kemanfaatan hukum dan kepastian hukum. Menurutnya, keadilan 

harus ditempatkan pertama, kemudian disusul kemanfaatan dan terakhir  

kepastian hukum. Keadilan hukum ialah prinsip atau konsep yang 

mengacu pada keseimbangan, kesetaraan dan perilaku yang adil bagi 

semua individu. Kemudian, kemanfaatan hukum adalah mengukur suatu 

kebijakan atau tindakan publik mempunyai dampak dan hasil yang 

berguna kepada banyak orang secara moral atau tidak. Kepastian hukum 

adalah perihal keadaan yang pasti, ketentuan atau ketetapan yang dalam 

hal ini dapat diwujudkan dengan dibentuknya undang-undang.  

Dilihat dari penjelasan teori di atas, relevansi antara pemilihan 

teori tujuan hukum dengan judul atau topik penelitian yang ditulis 

penyusun, yaitu berkaitan dengan penilaian hakim dalam memberikan 

alasan hukum apakah telah memenuhi prinsip tujuan hukum berupa 

keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Putusan yang berkualitas 

 
17 Ibid., Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum,  hlm. 88. 
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dapat dilihat dari pertimbangan hakim yang mendasari pada prinsip 

keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. 

3. Teori Penafsiran Hukum 

Penafsiran hukum merupakan proses pembentukan hukum oleh hakim 

dengan cara memberi alasan dan penjelasan hukum agar produk hukum 

(putusan) yang dihasilkan masuk akal dan logis.18 Penafsiran hukum 

menjadi salah satu cara hakim untuk menemukan makna-makna yang 

terkandung dalam teks hukum agar dapat mengambil keputusan atas hal-

hal yang dihadapi secara konkret.19 

Metode penafsiran hukum digunakan untuk membenarkan analogi, a 

contrario dan rechtsverfijning atau penyempitan hukum. Adapun beberapa 

metode penafsiran yang dapat digunakan oleh hakim menurut Sudikno 

Mertokusumo, sebagai berikut:20 

a. Interpretasi Gramatikal, menafsirkan kata-kata dalam undang-undang 

sesuai kaidah bahasa dan kaidah hukum tata bahasa. 

b. Interpretasi Sistematis atau logis, menafsirkan undang-undang dengan 

menghubungkan peraturan hukum atau undang-undang lain atau 

dengan keseluruhan sistem hukum. 

c. Interpretasi Historis, yaitu penafsiran dengan melihat sejarah 

perumusan undang-undang dan sejarah hukum. 

 
18 Isharyanto dan Aryoko Abdurrachman, Penafsiran Hukum Hakim Konstitusi (Studi 

terhadap Pengujian Undang-undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Jakarta: 

Halaman Moeka Publishing, September 2016),  hlm. 17. 
19 Jimly Asshiddiqie, Pengantar llmu Hukum Tata Negara (Jakarta: Sekretariat Jenderal 

dan Kepaiteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006), hlm. 273. 
20 Ibid., Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum Sebuah..., hlm. 57-64. 
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d. Interpretasi Teleologis atau Sosiologis. Metode yang dilakukan dalam 

menafsirkan undang-undang berdasarkan tujuan masyarakat sehingga 

penafsiran dapat mengurangi kesenjangan antara sifat positif hukum 

dengan kenyataan hukum. 

e. Interpretasi Komparatif. Metode penafsiran dengan cara 

memperbandingkan dengan berbagai sistem hukum untuk mencari 

kejelasan mengenai suatu ketentuan undang-undang. 

f. Interpretasi Antisipatif atau Futuristik, menafsirkan undang-undang 

dengan cara melihat pula Rancangan Undang-Undang (RUU) yang 

sedang proses pembahasan. 

g. Interpretasi Restriktif. Suatu metode penafsiran yang sifatnya 

membatasi atau mempersempit arti suatu peraturan. 

h. Interpretasi Ekstensif. Metode penafsiran yang membuat sebuah 

penafsiran melebihi batas biasa yang dilakukan melalui penafsiran 

gramatikal.  

i. Interpretasi Otentik, penafsiran yang hanya boleh dilakukan 

berdasarkan makna yang sudah jelas dalam undang-undang.  

j. Interpretasi Interdisipliner, menggunakan logika penafsiran lebih dari 

satu cabang ilmu hukum.  

k. Interpretasi Multidisipliner, menafsirkan dengan menggunakan tafsir 

ilmu lain di luar ilmu hukum. 

Dari penjelasan teori di atas, menurut penulis terdapat relevansi 

pemilihan teori penafsiran hukum dengan penelitian yang akan ditulis 
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penyusun. Alasannya ialah dalam mempertimbangkan suatu perkara untuk 

diputuskan, hakim memerlukan suatu penafsiran hukum guna 

menghasilkan putusan yang berkualitas. Hakim dalam memeriksa dan 

memutus perkara sering kali menghadapi suatu kenyataan bahwa hukum 

yang sudah ada tidak dapat secara pas untuk menjawab dan menyelesaikan 

sengketa, sehingga hakim harus mencari kelengkapan dengan menemukan 

sendiri hukum tersebut.21 

F. Metode Penelitian 

Metode penelitian adalah prosedur yang memiliki ketentuan ilmiah yang 

dilakukan untuk mendapatkan jawaban secara terperinci dari sebuah problem 

permasalahan melalui data. Metode penelitian berfungsi untuk mempermudah 

penyusun dalam menyajikan penelitian, sehingga dapat diperoleh hasil penelitian 

yang kredibel dan tepat sasaran dengan uraian sebagai berikut: 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan penyusun dalam menulis skripsi ialah 

penelitian yuridis-normatif (library research). Penelitian ini dilakukan 

dengan mengumpulkan data pustaka, kemudian menelaah teori-teori, 

konsep-konsep, asas-asas hukum, doktrin, peraturan perundang-undangan 

dan yurisprudensi yang relevan dengan topik penelitian.  

2. Sifat Penelitian 

 
21 Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, Bab-bab tentang Penemuan Hukum  (Jakarta, PT. 

Citra Aditya Bhakti, 1993), hlm.10. 
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Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif analisis dengan cara mengambil 

masalah yang kemudian akan diolah dan dianalisis untuk mengambil 

kesimpulannya. Penyusun berupaya untuk mendeskripsikan dan 

menganalisis topik penelitian sehingga menemukan jawabannya. 

3. Pendekatan 

Pendekatan yang berfokus pada penelitian yuridis-normatif dibagi menjadi 

beberapa macam, yaitu pendekatan undang-undang (statute approach), 

pendekatan kasus (case approach), pendekatan sejarah (history approach), 

pendekatan komparatif  (comparative approach) dan pendekatan 

konseptual (conceptual approach).22 Penelitian ini menggunakan 

pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan 

(library research). Penyusun mengumpulkan bahan-bahan hukum yang 

diperoleh dari buku pustaka atau bacaan lain yang memiliki korelasi 

dengan topik permasalahan, seperti peraturan perundang-undangan, 

skripsi, jurnal-jurnal, artikel, maupun pendapat para sarjana hukum.  

5. Teknik Pengolahan dan Analisis Bahan 

Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif yang kemudian 

disajikan dalam bentuk deskriptif. Teknik analisis bahan berbentuk 

deskriptif analitis dilakukan dengan cara memaparkan tentang suatu 

 
22 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 22. 
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peristiwa atau kondisi hukum secara sistematis yang kemudian dianalisis 

dan pada akhirnya disimpulkan menjadi penelitian yang konkret. 

6. Bahan Hukum 

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahan 

kepustakaan atau berbagai bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah 

penelitian. Dalam hal ini, penelitian ini menggunakan data sekunder yang 

terdiri dari tiga bahan hukum, yaitu:23 

a. Bahan hukum primer yang digunakan penyusun dalam penelitian ini 

terdiri dari: 

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah 

Konstitusi 

3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 

Kehakiman 

4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum 

5)  Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang 

Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang 

6) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PUU-XXI/2023 tentang 

Pengujian Materill Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum 

 
 23 Mukti Fadjar dan Achmad Yulianto, Dualisme Penelitian Hukum: Normatif dan 

Empiris, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 42-43. 
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7) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XXI/2023 tentang 

Pengujian Materill Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum 

8) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XXI/2023 tentang 

Pengujian Materill Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum 

9) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang 

Pengujian Materill Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum 

b. Bahan hukum sekunder (penunjang dan bahan untuk membantu 

menganalisis bahan hukum primer) berupa buku-buku, jurnal-jurnal, 

artikel, dan bahan hukum lainnya. 

c. Bahan hukum tersier berupa Kamus Besar Bahasan Indonesia (KBBI), 

Kamus hukum, dan internet.  

G. Sistematika Pembahasan 

Untuk memberikan gambaran yang komprehensif, maka penyusun membagi 

sistematika pembahasan menjadi beberapa bab, di antaranya sebagai berikut: 

Pertama, membahas mengenai pendahuluan yang memuat latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, 

kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. 
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Kedua, menguraikan tinjauan umum atau pengembangan landasan teori yang 

dipakai untuk menganalisis masalah dan memperkuat kerangka teoritik dalam bab 

kesatu, yaitu teori penemuan hukum, teori tujuan hukum, dan penafsiran hukum. 

`Ketiga, membahas tentang tinjauan umum terkait Putusan MK Nomor 

90/PUU-XXI/2023 yang dimulai dari penjelasan sejarah judicial review dan MK, 

sejarah lahirnya MK, kedudukan, fungsi, dan wewenang MK, macam-macam 

pengujian perundang-undangan, pengujian open legal policy, batas usia minimal 

Presiden dan Wakil Presiden, dan deskripsi Putusan MK  Nomor 90/PUU-

XXI/2023 meliputi: identitas pemohon, duduk perkara, alasan pemohon, dasar 

pertimbangan hakim, amar putusan, dan concurring opinion serta dissenting 

opinion. 

Keempat, menganalisis intisari pembahasan terhadap judul skripsi mencakup 

analisis pertimbangan hakim (ratio decidendi) Putusan MK Nomor 90/PUU-

XXI/2023 yang dikaitkan dengan teori tujuan hukum dan menganalisis metode 

penafsiran hukum yang dipakai hakim untuk menyelesaikan perkara tersebut. 

Kelima, penutup. Pada bab ini penyusun memberikan kesimpulan dari hasil 

penelitiannya dan memberikan saran-saran yang dianggap perlu.
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan sebagaimana diuraikan pada BAB IV, maka dapat 

ditarik kesimpulan, sebagai berikut: 

1. Putusan MK terdapat polemik dan permasalahan yang menimbulkan 

ketidaksesuaian dengan salah satu teori tujuan hukum, yaitu kepastian 

hukum. Hal ini dapat dibuktikan dalam pertimbangan hakim yang hanya 

mengedepankan pemenuhan hak generasi muda agar tidak mendapatkan 

diskriminasi, adanya sejarah pengaturan batas usia di Indonesia sebelum 

dan sesudah amandemen, melihat praktik di berbagai negara terkait batas 

usia, upaya perwujudan pemerintahan yang baik dengan merealisasikan 

para pejabat negara yang berkualitas dan berpengalaman. Kemudian, 

tidak memberikan kepastian hukum karena inkonsistensi dengan putusan 

sebelumnya yang sama-sama membahas batas usia minimal Calon 

Presiden dan Wakil Presiden, tidak terbukti adanya kekosongan hukum, 

mengubah sesuatu yang sudah pasti menjadi ambigu, ketidakjelasan 

dalam menjalankan wewenang, dan kontroversi terkait kepentingan 

politis.  

2. Berdasarkan analisis poin kedua dari BAB IV terkait metode penafsiran 

hukum yang dilakukan Hakim MK dalam memutus Perkara 90/PUU-

XXI/2023, disimpulkan bahwa terdapat kompleksitas metode penafsiran 
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yang digunakan Hakim MK. Kompleksitas penafsiran ini memunculkan 

adanya implikasi teoritis berupa karakter pendekatan yang bersifat 

elektrik. Kompleksitas penafsiran pertimbangan MK dalam putusan a 

quo merujuk kepada pandangan Sudikno Mertokusumo yang 

mengemukakan macam-macam metode penafsiran hukum berupa 

penafsiran gramatikal, sistematis atau logis, historis, teleologis atau 

sosilogis, komparatif, dan ekstensif. Selanjutnya, dalam menangani 

perkara a quo juga ditemukan adanya konstruksi hukum dengan memilih 

amar putusan berupa “inkonstitusional bersyarat.” Mempertimbangkan 

hukum dalam suatu putusan dengan menggunakan pendekatan 

elektisisme sudah tepat, akan tetapi tetap perlu memperhatikan dasar 

hukum yang berlaku seperti UUD 1945 dan yurisprudensi. Dalam hal 

pertimbangan hukum putusan a quo, penyalahgunaan pendekatan 

elektisisme terlihat karena putusan yang dihasilkan menuai polemik di 

berbagai kalangan. Hal inilah yang dapat memunculkan preseden yang 

buruk bagi MK sebagai lembaga independen dengan tugas mengawal 

konstiusi. 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang diuraikan di atas, maka penyusun memberikan 

saran dengan uraian sebagai berikut: 

1. Kepada Pembentuk Undang-Undang untuk membuat peraturan tentang 

batasan dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang 
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termasuk open legal policy dengan merevisi UU MK atau PMK 2021 

tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.  

2. Kepada Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memperhatikan kembali 

asas-asas hukum beracara MK, kode etik MK, dan prinsip-prinsip tujuan 

hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, agar dapat 

menghasilkan putusan yang berkualitas dan dapat diterima oleh seluruh 

elemen masyarakat. Kemudian, memperhatikan situasi dan kondisi 

politik di Indonesia, sehingga ketika dihadapkan oleh perkara yang 

bersifat politik, MK dapat menyikapi dengan objektif, dan 

mempertimbangkan metode penafsiran hukum yang harus digunakan 

dalam membuat alasan-alasan hukum dengan selalu berpijak terhadap 

UUD 1945, yursiprudensi dan dasar hukum lainnya, sehingga dapat 

menciptakan putusan yang konsisten, jelas dan logis. 
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